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IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK YANG 

BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA DI 

KEJAKSAAN NEGERI WONOSOBO 

 

Murniati 

 

ABSTRAK  

 

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 merupakan bentuk perlindungan terhadap 

setiap anak yang berhadapan dengan hukum dan mengatur bagaimana hukum acara 

yang diterapkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sebagai perwujudan 

peradilan yang menjamin perlindungan kepentingan anak yang mana di dalam Pasal 

7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengatur bahwa setiap anak yang 

berhadapan dengan hukum harus melewati prosedur Diversi.  

Tujuan Penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana aparat penegak hukum di 

wilayah hukum Wonosobo yakni Kejaksaan Negeri Wonosobo menerapkan sistem 

Diversi sebagai perwujudan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. 

Penulis melakukan penelitian dengan jenis penelitian yaitu normatif empiris.  

Metode Pendekatan yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah yuridis 

sosiologis, pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan 

(statue approach)  

Hasil dari penelitian ini yaitu anak yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum 

Kejaksaan Negeri Wonosobo kebanyakan sudah dilakukan penyelesaianya 

menggunakan diversi salah satunya kasus penganiayaan dan perjudian yang mana 

dalam penyelesaianya jaksa sudah berpedoman pada Undang-Undang No.11 Tahun 

2012 namun jaksa mengalami kendala dari berbagai faktor salah satunya adalah 

perbedaan makna keadilan antara pihak korban dan pelaku yang menjadi salah satu 

faktor tidak berhasilnya diversi.  

 

 

 

Kata Kunci : Diversi, Anak, Tindak Pidana, Undang-Undang No. 11 Tahun 

2012 
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IMPLEMENTATION OF DIVERSITY IN CHILDERN WHO ARE 

CONFLICT WITH THE LAW IN CRIMINAL ACTS IN WONOSOBO 

STATE ATTORNEY 

 

Murniati 

 

ABSTRACT  

Law No. 11 Of 2012 is a form of protection for every child who is in conflict with 

the law and regulates how procedural law is applied to childern who are in conflict 

with the law as an embodimen of justice that guarantees the protection of the 

interests of the child which in article 7 of law No. 11 of 2012 stipulates thet every 

child who is in conflict with the law must go trough the diversion procedure.  

The purpose of this research is to describe how law enforcement officers in the 

Wonosobo jurisdiction, namely the Wonosobo Distric Attorney, apply the 

Diversion system as an embodiment of Law No. 11 of 2021.  

The autor conducts research with a type of research that is normative empirical. 

Method the approach used by the author in this study is sociological juridical, case 

approach and statutory approach.  

The results of this study are that children who commit crimes in the jurisdiction of 

the Wonosobo District Procecutor’s Office have mostly been resolved using 

diversion, one of which is abuse and gambling cases, in which the prosecutor’s 

settlement has been guided by Law No. 11 of 2012, but prosecutors experience 

obstacles from varius one of the factors is the difference in the meaning of justice 

between the victim and the perpetrator, which is one of the factors in the failure of 

diversion. 

 

 

Keywords: Diversion, Child, Criminal Act, Law No. 11 of 2012 
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A. Latar Belakang  

Sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan 

perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/ konkretisasi 

pidana dan keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur 

tentang penegakan hukum pidana, sehingga seseorang dijatuhi sanksi hukum 

(pidana). Sistem pemidanaan yang bertolak dari paham individualisasi pidana 

tidak berarti memberi kebebasan sepenuhnya pada hakim atau aparat penegak 

hukum lainya (Irmawanti et al., n.d. 2021: 219). Sistem Pemidanaan menurut 

Andi Hamzah merupakan sistem pidana dan pemidanaan sebagai susunan 

pidana dan pemidanaan yang dirumuskan dalam konsep teori pemidanaan 

nampaknya lebih condong pada penerapan teori relatif dan mengarah pada 

teori integratif (dalam Irmawanti et al., n.d. 2021: 219). 

Penerapan sistem pemidanaan di Indonesia tidak hanya berfokus pada 

seorang pelaku dewasa, tetapi berlaku juga kepada anak-anak yang 

menyimpang (jufenile delinquency). Berdasarkan Pasal 7 UUSPPA setiap 

anak yang berhadapan dengan hukum wajib menempuh upaya diversi pada 

tingkat penyidikan, penuntutan bahkan pengadilan jika diversi tidak 

dilakukan maka dapat dimintakan batal demi hukum (null and void)  (Sinaga, 

2017: 32). Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subjek hukum 

ditentukan dari sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat 

yang berada di dalam status hukum yang tergolong tidak mampu karena 

kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang dalam diri 

anak (Hutahaean, 2013: 66).  
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Ketentuan anak sebagai pelaku tindak pidana sudah diatur dan memiliki 

dasar hukum yang jelas yakni Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak yang didalamnya memuat mengenai peraturan  

penanganan perkara anak yang bisa melalui dua sarana yaitu penal maupun 

non penal (Widodo, 2017 : 32-33). Penerapan upaya non penal yang 

dilakukan kepada anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu menggunakan 

diversi yang merupakan bentuk alternatif penyelesaian tindak pidana 

informal yang melibatkan beberapa pihak terkait  (Susanti dkk, 2017: 179). 

Diversi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dari efek 

negatif penerapan pidana yang mana diversi juga mempunyai esensi tetap 

menjamin anak tumbuh dan berkembang dengan demikian, maka juga dapat 

dikatakan bahwa pada dasarnya diversi mempunyai relevansi tujuan 

pemidanaan pada anak (Susanti dkk, 2017: 181).  

Diversi secara etimologi sama dengan kata “divert” yang apabila 

diterjemahkan kedalam bahasa inggris yaitu the act of changing the direction 

that somebody or something is following, or what something is used for yang 

dalam Bahasa Indonesia berarti bahwa suatu tindakan untuk mengubah 

haluan yang sedang ditempuh oleh sesuatu atau mengubah tujuan dari 

seseorang atau mengubah kebiasaan yang digunakan (Sinaga, 2017: 96). 

Menurut Nasir Djamil, diversi merupakan suatu pengalihan penyelesaian 

kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses 

pidana formal ke penyelesaian damai antar pelaku tindak pidana dengan 

korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing 
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kemasyarakatan, polisi, jaksa, atau Hakim (Susanti dkk, 2017: 179). Proses 

diversi dilakukan dengan cara musyawarah yang melibatkan anak dan 

orangtua/ walinya, korban dan/atau orangtua/walinya, pembimbing 

kemasyarakatan, dan pekerja sosial professional. 

Anak masih rentan melakukan tindak pidana dengan berbagai faktor 

salah satunya berasal dari keluarga yang kurang mampu bahkan berawal 

dari coba-coba untuk melakukan tindak kriminal. Kenyataan bahwa seorang 

anak melakukan tindak pidana membuktikan bahwa mereka cenderung 

kekurangan perhatian, perlindungan, serta seringkali terabaikan 

keberadaanya. Dukungan teknologi yang semakin hari semakin pesat yang 

berdampak besar bagi aspek kehidupan, baik dampak positif maupun 

negatif yang menyebabkan anak-anak melakukan hal yang tidak sepatutnya 

dilakukan oleh anak-anak seusianya.  

Anak sebagai pelaku tindak pidana bisa menempuh proses diversi 

contohnya kasus pencurian yang mana tindak pidana pencurian diatur dalam 

Pasal 362 KUHP Bab XXII Buku II KUHP yang memuat semua unsur 

tindak pidana pencurian. Unsur Tindak Pidana pencurian dibagi menjadi 

dua yaitu unsur objektif yang isinya mengambil, barang, yang seluruhnya 

atau sebagian kepunyaan orang lain dan unsur subjektif yakni dengan 

maksud, untuk memiliki, secara melawan hukum. Hukuman yang diatur 

untuk tindak pidana pencurian adalah penjara selama lamanya 5 tahun 

penjara, yang mana hal ini sesuai dengan salah satu syarat diversi yaitu 

hukuman dibawah 7 (Tujuh) tahun. (Anggraeny,  2018: 11.) 
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Kasus anak yang terjadi di Wonosobo beragam namun hanya sedikit 

yang bisa dilakukan upaya diversi karena kasus yang dilakukan anak di 

Kabupaten Wonosobo kebanyakan merupakan kasus pencabulan yang mana 

kasus tersebut tidak bisa dilakukan upaya diversi, kemudian contoh kasus 

yang biasanya diselesaikan melalui upaya diversi contohnya kasus 

penganiayaan, perjudian dan yang tercantum dalam harian Kompas yakni 

kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak berusia 13 

tahun asal Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo yang mana anak yang 

masih dalam usia sekolah  melakukan tindak pidana hanya karena penasaran 

dan anak yang berkonflik dengan hukum atau jufenille delinquency akan 

dikirim ke panti untuk di bina namun ada beberapa anak yang dikirim ke panti 

rehabilitasi sosial yang mana tidak semua anak bisa menjalani masa 

pembinaan dengan baik karena anak yang sedang di bina tersebut berhasil 

keluar dan pulang ke rumah bahkan mengulangi perbuatanya 

(https://regional.kompas.com/read/2016/02/12/18353971/Di.Wonosobo.Ana

k-anak.Mencuri.Sepeda.Motor.demi.Gengsi?page=all, diakses pada 13 

Februari 2023). Berdasarkan pemaparan tersebut, maka Penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI DIVERSI 

TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM 

TINDAK PIDANA DI KEJAKSAAN NEGERI WONOSOBO”.  

 

 

 

 

https://regional.kompas.com/read/2016/02/12/18353971/Di.Wonosobo.Anak-anak.Mencuri.Sepeda.Motor.demi.Gengsi?page=all
https://regional.kompas.com/read/2016/02/12/18353971/Di.Wonosobo.Anak-anak.Mencuri.Sepeda.Motor.demi.Gengsi?page=all
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut maka dapat diambil 

beberapa rumusan masalah, yaitu:  

1. Bagaimana implementasi diversi terhadap anak yang berkonflik dengan 

hukum dalam tindak pidana di Kejaksaan Negeri Wonosobo? 

2. Apa kendala dan upaya yang dihadapi penegak hukum pada 

implementasi diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum 

dalam tindak pidana di Kejaksaan Negeri Wonosobo? 

C. Metode Penelitian  

   

Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif empiris. 

penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan 

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sedangkan 

penelitian empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji ketentuan 

hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di 

masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan 

sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan maksud menemukan 

fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut 

dianalisis untuk kemudian mengidentifikasi masalah yang menuju 

kepada penyelesaian masalah. (Benuf et al., 2019 : 145-160). Sehingga 

dapat di simpulkan bahwa Penelitian empiris normatif yaitu suatu 

metode penelitian yang menggabungkan unsur hukum normatif yang 

kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. 

(Susanti, n.d. 2018: 2-3) 
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1. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang akan 

memberikan informasi atau keterangan terkait dengan masalah 

yang akan diteliti. Subjek penelitian dalam masalah ini, yaitu :  

1) Mikha Dewiyanti Putri S.H selaku Jaksa pada Kejaksaan 

Negeri Wonosobo yang menjabat sebagai Jaksa Fungsional  

2) Bayu Teguh Setiawan S.H selaku Jaksa pada Kejaksaan 

Negeri Wonosobo yang menjabat sebagai Kasubsi Eku dan 

Pambangstra  

b. Objek Penelitian 

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Implementasi 

Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam 

Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Wonosobo. 

2. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis yaitu Kejaksaan Negeri 

Wonosobo yang beralamat di Jl. Serayu No. 2, Kabupaten Wonosobo, 

Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa 

Tengah 56311. 

3. Sumber Data dan Bahan Hukum 

a. Sumber Data 

1) Sumber Data Primer 

Sumber data primer dilakukan dengan cara 

wawancara yaitu pengambilan bahan hukum yang 

dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan 
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secara langsung kepada ahli yang berwenang dalam suatu 

masalah guna memperoleh bahan hukum yang diperlukan, 

yaitu kepada Jaksa Kejaksaan Negeri Wonosobo. 

2) Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang 

didapat dengan cara mengamati dan mempelajari bahan 

hukum maupun kepustakaan dan dokumen hukum.  

 

b. Bahan Hukum 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum perimer yang berkaitan dengan 

penelitian ini terdiri dari:  

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

b) Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak 

c) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum yang mendukung bahan hukum 

primer berupa buku-buku, literatur, tulisan-tulisan hukum 
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serta dokumen maupun arsip-arsip yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yaitu yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder berupa Kamus Hukum, Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, 

Ensiklopedia  

4. Metode Pendekatan  

Metode Pendekatan yang Penulis gunakan yakni pendekatan 

yuridis sosiologis yang mana pendekatan yuridis sosiologis adalah 

menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan 

hukum secara empiris dengan cara terjun langsung kepada objeknya, 

dan juga melakukan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-

undangan.  

Pendekatan kasus (Case Approach) dan Pendekatan perundang-

undangan (Statue Approach ). Pendekatan perundang-undangan (Statue 

Approach) merupakan penelitian yang menggunakan peraturan 

perundang-undangan sebagai acuan dan dasar dalam penelitian. 

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan 

perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan isu hukum 

yang diteliti  

Pendekatan kasus (Case Approach) menekankan kepada 

penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan umum secara 
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empiris dengan cara terjun langsung pada objeknya sedangkan metode 

pendekatan kasus merupakan jenis pendekatan di dalam hukum 

normatif yang mana penulis dalam melakukan penelitian membangun 

argumentasi dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang 

berkaitan dengan isu yang dihadapi. Jenis pendekatan ini umumnyaa 

adalah untuk mencari nilai kebenaran dan jalan keluar terbaik pada 

suatu peristiwa hukum sesuai dengan prinsip keadilan.  

5. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yaitu suatu cara untuk mengumpulkan 

bahan yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Penelitian digunakan 

dengan cara mengumpulkan informasi data primer yang diperoleh 

secara langsung di lapangan. Metode ini dilakukan dengan melakukan 

inventarisasi dan mempelajari data Pustaka berupa apa yang didapatkan 

di lapangan.  

6. Metode Analisis Data  

Data yang didapat dari kumpulan informasi kemudian di teliti 

secara kuantitatif deskriptif hingga menjadi hasil penelitian yang telah 

dilakukan menjadi informasi sehingga data tersebut mudah dipahami  

D. Pembahasan 

Undalng-Undalng No. 11 Talhun 2012 merupalkaln Undalng-Undalng 

Sistem Peraldilaln Pidalnal Alnalk (SPPA l) yalng merupalkaln pengalturaln khusus 

terhaldalp sistem peraldilaln alnalk di Indonesia l. Alnalk merupalkaln alset dalri 

sebualh balngsal yalng nalntinyal alkaln melalnjutkaln kepemimpina ln balngsal talk 

terkecualli alnalk yalng berkonflik dengaln hukum. Paldal Undalng-Undalng SPPAl 
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dialtur penyelesalialn perkalral alnalk yalng berkonflik denga ln hukum 

menggunalkaln diversi yalng merupalkaln sualtu konsep musya lwalralh dallalm 

menentukaln sualtu keputusaln balhkaln menyelesalikaln sualtu tindalk pidalnal. 

Bersalmalaln dengaln itu Penulis memalndalng balhwal konsep diversi merupalkaln 

sualtu konsep istimewal yalng diberikaln oleh Undalng-Undalng kepaldal alnalk 

yalng berkonflik denga ln hukum kalrenal diversi merupalkaln sallalh saltu upalyal 

medialsi non penall yalng bialsalnyal dikenall dengaln istilalh AlDR (Allterna ltive 

Dispute Resolution) yalng bialsalnyal dilalkukaln paldal kalsus-kalsus pidalnal 

terutalmal alpalbilal alnalk sebalgali pelalku tindalk pidalnal.  

Undalng-Undalng SPPAl jugal mengaltur hukumaln balgi alnalk yalng 

berkonflik denga ln hukum sesuali Palsall 69 alyalt (2) Undalng-Undalng SPPAl 

yalng  di dallalmnyal dialtur mengenali dual jenis salnksi hukumaln yalkni hukumaln 

tindalkaln balgi pelalku yalng berumur di balwalh 14 talhun daln salnksi pida lnal balgi 

pelalku yalng berumur 15 talhun ke altals. Paldal Palsall 82 Undalng-Undalng SPPA l  

yalng dimalksud dengaln salnksi tindalkaln aldallalh dikemballikaln kepaldal oralng 

tual/walli, penyeralhaln kepaldal seseoralng, peralwaltaln di rumalh salkit jiwal, 

peralwaltaln di LPKS, kewa ljibaln mengikuti pendidika ln forma ll malupun 

pelaltihaln yalng dialdalkaln oleh pemerintalh altalu baldaln swalstal. Salnksi pidalnal 

yalng dijela lskaln dallalm Palsall 71 Undalng-Undalng SPPAl terdiri dalri pidalna l 

peringaltaln, pidalnal dengaln syalralt seperti pembinalaln dilualr lembalgal 

pelalyalnaln ma lsyalralkalt altalu pengalwalsaln, pelaltihaln kerjal, pembinalaln kerjal 

hinggal penjalral.  
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 Hukumaln penjalral yalng dijaltuhkaln kepaldal alnalk yalng berkonflik 

dengaln hukum tida lk diperkenalnkaln hukumaln seumur hidup a ltalupun pidalnal 

malti nalmun alnalk yalng melalkukaln pelalnggalraln beralt dengaln alncalmaln 

hukumaln di altals 7 talhun alnalk dalpalt dihukum nalmun dengaln malksimall 

setengalh dalri hukumaln oralng dewalsal. Kesepalkaltaln diversi juga l 

menghalsilkaln kesepalkaltaln lalin berupal galnti rugi malteriil dallalm bentuk ualng 

salntunaln, pergalntialn bialyal pengobaltaln daln lalin sebalgalinyal kalrenal didallalm 

proses diversi yalng menghalsilkaln kesepalkaltaln halrus mendalpaltkaln 

persetujualn korbaln daln wallinyal sesuali dengaln yalng dialmalnaltkaln Palsall 5 alyalt 

(3) Undalng-Undalng SPPAl. Undalng-Undalng SPPAl dinila li melindungi 

kepentingaln alnalk yalng berhaldalpaln dengaln hukum yalng memualt alnalk pelalku, 

alnalk salksi, daln alnalk korbaln dikalrenalkaln aldalnyal kewaljibaln melalkukaln upalyal 

diversi mulali dalri tingkalt penyidikaln, penuntutaln, daln balhkaln persidalngaln 

yalng halrus diupalyalkaln oleh alpalralt penegalk hukum (Widodo, 2016: 60).  

Diversi yalng diupalyalkaln paldal setialp talhalp peraldilaln alnalk jugal 

mengedepalnkaln paldal kealdilaln restoraltif yalng bersifalt huma lnis yalng malna l 

penyelesalialnnyal mengutalmalkaln paldal perbalikaln kerusalkaln altalu kerugialn 

yalng disebalbkaln oleh terja ldinyal sualtu tindalk pidalnal. Diversi sesua li dengaln 

Palsall 1 alngkal (6) Undalng-Undalng SPPA l, yalitu setialp alnalk yalng berkonflik 

dengaln hukum alkaln diupalyalkaln penyelesalialnyal dengaln calral yalng aldil daln 

menekalnkaln pemulihaln kemballi paldal kealdalaln semulal daln bukaln 

menekalnkaln pemballalsaln. Diversi merupa lkaln sualtu pengallihaln penyelesalialn 

perkalral alnalk yalng berkonflik denga ln hukum dalri proses peraldilaln pidalnal ke 
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proses dilualr peraldilaln sebalgalimalnal tercalntum dallalm Palsall 1 alngkal (7) 

Undalng-Undalng SPPA l. Diversi dilalkukaln dengaln tujualn untuk memperoleh 

kealdilaln restoraltif yalkni kealdilaln yalng dalpalt diterimal oleh kedual belalh pihalk 

talnpal aldalnyal hukumaln yalng terlallu memberaltkaln balgi alnalk pela lku tindalk 

pidalnal altalu alnalk yalng berkonflik dengaln hukum.  

Menurut Mikhal Dewiyalnti, S.H., sela lku Jalksal paldal Kejalksalaln Negeri 

Wonosobo (walwalncalral paldal 7 Malret 2023) menyaltalkaln balhwal pidalna l 

penjalral paldal alnalk merupalkaln upalyal teralkhir (ultimum premedium) sehinggal 

haldirlalh Undalng-Undalng SPPAl paldal alnalk untuk melindungi ha lk-halk alnalk 

kalrenal alnalk malsih memiliki ma lsal depaln yalng salngalt palnjalng kemudialn 

Undalng-Undalng SPPA l jugal mengaltur hukumaln balgi alnalk yalitu berupa l 

pembinalaln, pidalnal bersyalralt daln pelaltihaln kerjal. Penjaltuhaln pida lnal penjalra l 

jikal diteralpkaln secalral lalngsung paldal alnalk yalng berkonflik denga ln hukum 

malkal dikhalwaltirkaln alkaln berdalmpalk paldal kehidupaln sosiallnyal.  Lalbelling 

dallalm ma lsyalralkalt malsih salngalt kualt sehinggal bialsalnyal setelalh alnalk selesali 

menjallalni hukuma ln pidalnal daln kemba lli ke ma lsyalralkalt alnalk tersebut a lkaln 

dicalp sebalgali oralng yalng buruk sedalngkaln bisal saljal setelalh ia l menjallalnkaln 

semual ralngkalialn proses hukum ia l benalr-benalr menginsyalfi perbualtalnyal daln 

menjaldi pribaldi yalng lebih balik lalgi. 

Alnalk yalng berkonflik denga ln hukum dalpalt dialrtikaln sebalgali 

ketidalkmalmpualn alkall (pikiraln), fisik (baldaln) altalu morall daln mentallitals yalng 

aldal paldal diri alnalk yalng ditentuka ln oleh nilali kodralt. Lingkungaln tempalt 

tumbuh daln berkembalng alnalk jugal dalpalt mempengalruhi tingkalh lalku alnalk 
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yalng berkonflik dengaln hukum kalrenal kuralng pengalwalsaln la lngsung dalri 

oralng tua l. Alnalk yalng berkonflik dengaln hukum jugal sering melalkukaln 

perbualtaln yalng melalwaln hukum altalu tindalk pidalnal halnyal didalsalri kalrena l 

penalsalraln daln ralsal ingin mencobal nalmun alnalk tersebut tetalp halrus dilindungi 

daln dijalgal kealdalaln fisik daln mentallnyal.  

  Upalyal penegalk hukum dallalm menjalgal kondisi psikis a lnalk selalmal 

dilalkukaln pemeriksa laln menurut Mikhal Dewiyalnti Putri S.H., (wa lwalncalra l 

paldal 7 Malret 2023) yalitu alnalk yalng berkonflik dengaln hukum (jufenile 

delincuency) tidalk boleh dialnggalp sebalgali penjalhalt, nalmun halrus dilihalt 

sebalgali alnalk yalng memerlukaln balntualn hukum daln menghindalri stigmal yalng 

dalpalt mempengalruhi tumbuh daln kembalng alnalk secalral psikis daln fisik. Alnalk 

yalng berkonflik denga ln hukum juga l halrus diproses dengaln proses hukum 

dallalm kondisi ralmalh alnalk nalmun tetalp berpedomaln paldal alsals presumtion of 

innocent altalu alsals praldugal talk bersallalh. Balnyalknyal tindalk pidalnal yalng 

dilalkukaln oleh alnalk mengalkibaltkaln aldalnyal upalyal gunal mencegalh daln 

menalnggulalnginnyal, yalkni penyelenggalralaln SPPA l sebalgali dalsalr pemikiraln 

balhwal penjaltuhaln salnksi pidalnal sebalgali salralnal mendukung keseja lhteralaln 

alnalk pela lku tindalk pidalnal, sehinggal terdalpalt upalyal diversi yalng dihalralpkaln 

bisal menjaldi salralnal dallalm melindungi ha lk-halk alnalk.  

Diversi mengedepalnkaln medialsi dengaln tidalk menjaldikaln kurungaln 

penjalral sebalgali halsil yalng dicalpali. Peneralpaln diversi tidalk bisa l diteralpkaln 

kepaldal setialp alnalk yalng berkonflik denga ln hukum melalinkaln aldal beberalpal 

syalralt yalng halrus terpenuhi seperti tinda lk pidalnal yalng dilalkukaln daln 
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alncalmaln hukuma ln yalng dijaltuhkaln. Diversi paldal alnalk yalng berkonflik 

dengaln hukum ha lnyal bisal dilalkukaln terhaldalp tindalk pidalnal yalng alncalmaln 

hukumalnyal tidalk lebih dalri 5 (limal) talhun penjalral daln jugal bukaln merupalkaln 

pengulalngaln tindalk pidalnal yalng alrtinyal alnalk yalng sudalh pernalh melalkukaln 

tindalk pidalnal tidalk bisal diselesalikaln dengaln calral diversi.  

Alnalk yalng melalkukaln tindalk pidalnal yalng dialncalm lebih dalri 7 (tujuh) 

talhun altalu melalkukaln pengulalngaln tindalk pidalnal (residivis) alkaln 

diberlalkukaln hukum alcalral bialsal, nalmun tetalp berpedomaln paldal Undalng-

Undalng SPPAl. kalrenal menurut Mikhal Dewiyalnti Putri S.H., (wa lwalncalra l 

paldal 7 Malret 2023) Kriterial 7 talhun merupalkaln kesepalkaltaln dimalnal alngkal 

tersebut merupalkaln lalmal alncalmaln penjalral yalng tepalt dijaldikaln baltals 

pemisalh alntalral waljib diversi daln tidalk waljib diversi. Diversi waljib 

diupalyalkaln di setialp talhalpaln yalkni talhalpaln penyidikaln, yalng malnal Penyidik 

diberi walktu palling lalmal 7 (tujuh) halri setelalh penyidikaln untuk melalkukaln 

diversi dengaln mempertimbalngkaln ketentualn daln syalralt untuk bisal 

dilalkukalnyal upalyal diversi.  

Diversi mempunyali beberalpal syalralt yalng halrus dipenuhi oleh a lpalralt 

penegalk hukum sesua li dengaln Palsall 8 daln Palsall 9 dallalm Undalng-Undalng 

SPPAl, yalkni proses diversi dila lkukaln melallui musyalwalralh yalng melibaltkaln 

alnalk daln oralng tual/ walli, korbaln daln/altalu oralng tual/ wallinyal, pembimbing 

kemalsyalralkaltaln, daln pekerjal sosiall profesionall yalng berdalsalrkaln kepalda l 

kealdilaln restoraltif. Proses diversi jugal waljib memperhaltikaln kepentingaln 

korbaln, keseja lhteralaln daln talnggungjalwalb alnalk, penghindalraln stigma l negaltif, 
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penghindalraln pemballalsaln, kehalrmonisaln malsyalralkalt daln kepaltutaln, 

kesusilalaln daln ketertibaln umum. A lpalralt penegalk hukum dallalm melalkukaln 

diversi juga l halrus mempertimbalngkaln kaltegori tindalk pidalnal, umur alnalk, 

halsil penelitia ln kemalsyalralkaltaln dalri Balpals, daln dukungaln lingkungaln 

kelualrgal daln malsyalralkalt.  

Penalngalnaln kalsus alnalk yalng berkonflik denga ln hukum di tingka lt 

penyidikaln alkaln ditalngalni oleh unit PPA l (Perlindungaln Perempua ln daln 

Alnalk). Penyidik a lkaln memalstikaln alnalk tersebut di balwalh umur altalu tidalk 

daln penyidik a lkaln memalstikaln tindalk pidalnal yalng dilalkukaln alncalmaln 

hukumalnyal lebih dalri 7 (tujuh) ta lhun altalu tidalk, sertal alnalk yalng alkaln 

diupalyalkaln diversi melalkukaln pengulalngaln tindalk pidalnal (residivis) altalu 

tidalk. Berdalsalrkaln syalralt diversi alnalk yalng sudalh pernalh melalkukaln tindalk 

pidalnal tidalk dalpalt dilalkukaln diversi hall ini sesuali dengaln Palsall 7 alyalt (2) 

Undalng-Undalng SPPAl.  

Penyidik a lkaln membualt Suralt Pemberitalhualn Dimulalinyal Penyidikaln 

(SPDP) setelalh ditemukaln aldalnyal unsur-unsur tindalk pida lnal yalng malnal 

SPDP tersebut a lkaln dikirimkaln ke Keja lksalaln. SPDP yalng sudalh dikirimkaln 

ke Kejalksalaln kemudialn menjaldi dalsalr penyidik dallalm membualt Berital Alcalra l 

Pemeriksa laln (BAlP). Alnalk yalng berkonflik denga ln hukum altals sualtu kalsus 

tindalk pida lnal dengaln melihalt beberalpal syalralt diversi yalng sudalh terpenuhi 

malkal Penyidik waljib mengupalyalkaln diversi terlebih dalhulu.  

Penalhalnaln yalng dilalkukaln terhaldalp alnalk yalng berkonflik denga ln 

hukum dilalkukaln di Lembalgal Penempaltaln Alnalk Sementalral (LPAlS). Alnalk 
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bisal tidalk ditalhaln jikal aldal jalminaln dalri oralng tual/walli, altalu lembalgal yalng 

menyaltalkaln balhwal alnalk tidalk alkaln melalrikaln diri, menghilalngkaln/ merusalk 

balralng bukti, da ln altalu mengulalngi tindalk pidalnal sesuali dengaln Palsall 32 

Undalng-Undalng SPPAl. Berdalsalrkaln Palsall 1 daln Palsall 3 Undalng-Undalng 

SPPAl Penalhalnaln dilalkukaln kepaldal alnalk jikal alnalk telalh berumur sekura lng-

kuralngnyal 14 talhun daln melalkukaln tindalk pidalnal yalng alncalmalnyal tidalk 

lebih dalri 7 (tujuh) talhun.  

Penalhalnaln terhaldalp alnalk yalng berkonflik denga ln hukum untuk 

kepentingaln penyidikaln palling la lmal yalitu 7 (Tujuh) ha lri daln dalpalt 

diperpalnjalng oleh Kejalksalaln altals permintalaln Penyidik sela lmal 8 (Delalpaln) 

halri. Alnalk yalng berkonflik dengaln hukum dallalm kalsus tindalk pidalnal yalng 

alncalmaln sa lnksi pidalnalnyal di balwalh 7 (tujuh) talhun tidalk ditalhaln sesuali 

Undalng-Undalng. Diversi yalng berhalsil dilalkukaln dallalm talhalp penyidikaln 

malkal Penyidik a lkaln mengelualrkaln suralt halsil kesepalkaltaln diversi kepaldal 

Pengaldilaln Negeri palling lalmal 3 (tigal) halri untuk kemudialn Pengaldilaln 

Negeri mengelualrkaln suralt ketetalpaln yalng dikirimkaln kepaldal Penyidik untuk 

selalnjutnyal Penyidik memberitalhukaln kepaldal Penuntut Umum a lpalbilal 

diversi berhalsil untuk selalnjutnyal Penuntut Umum membua lt Notal Pendalpalt  

yalng ditunjuka ln paldal Kepallal Kejalksalaln daln kalsus ditutup.  

Diversi yalng tidalk berhalsil dilalkukaln paldal talhalp penyidikaln malkal 

kalsus alnalk alkaln dilimpalhkaln ke Kejalksalaln Negeri (Talhalp II). Paldal talhalp ini 

Jalksal Penuntut Umum ya lng ditunjuk oleh Kepa llal Kejalksalaln Negeri alkaln 

menjaldi falsilitaltor diversi yalng memenuhi syalralt sesuali dengaln ketentualn 
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Palsall 41 Undalng-Undalng SPPAl. Jalksal yalng ditunjuk oleh Kepallal Kejalksalaln 

halrus sudalh mengikuti pelaltihaln teknis tentalng Peraldilaln Alnalk.  

Berdalsalrkaln pernyaltalaln Mikhal Dewiyalnti Putri S.H., (wa lwalncalral paldal 

7 Malret 2023) sesuali dengaln Palsall 42 alyalt (1) Undalng-Undalng SPPA l, diversi 

paldal talhalp penuntutaln dilalkukaln palling lalmal 7 (tujuh) halri setela lh talhalp II 

altalu pelimpa lhaln perkalral kemudialn Kepallal Kejalksalaln Negeri a lkaln segeral 

menerbitkaln Suralt Perintalh Penunjuka ln Penuntut Umum untuk 

menyelesalikaln perkalral alnalk. Suralt perintalh tersebut memualt penyelesalialn di 

lualr peraldilaln pidalnal (diversi) malupun di peraldilaln pidalnal. Penuntut Umum 

yalng telalh ditunjuk melalkukaln penelitia ln altalu pemeriksa laln terhaldalp 

kebenalraln indentitals alnalk sertal balralng bukti yalng diterimal kemudialn halsil 

penelitialn tersebut dicaltalt dallalm Berital Alcalral Penerimalaln daln Penelitialn 

Alnalk. Jalksal Penuntut Umum berperaln sebalgali falsilitaltor diversi daln perlu 

melalkukaln beberalpal pertimbalngaln sesuali dengaln Palsall 9 alyalt (1) Undalng-

Undalng SPPA l.  

Beberalpal syalralt pemenuhaln diversi terhaldalp alnalk yalng berkonflik 

dengaln hukum, meliputi (walwalncalral dengaln Bu Mikhal Dewiyalnti Putri S.H 

selalku Jalksal paldal Kejalksalaln Negeri Wonosobo paldal 7 Malret):  

1. Kaltegori Tindalk Pidalnal  

Kaltegori pida lnal untuk melalkukaln diversi yalkni alpalbilal alncalma ln 

hukumalnyal di balwalh 7 (tujuh) talhun penjalral. Semalkin rendalh alncalma ln 

tindalk pidalnalnyal malkal semalkin tinggi prioritals untuk dilalkukalnya l 

upalyal diversi.  
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2. Umur Alnalk  

Penyelesalialn perkalral terhaldalp alnalk yalng melalkukaln diversi dia ltur 

dallalm PERMAl Nomor 4 talhun 2014 yalkni diversi bisa l diupalyalkaln 

kepaldal alnalk berumur 12 (dual belals) talhun tetalpi belum berumur 18 

(delalpaln belals). 

3. Halsil Penelitia ln yalng dilalkukaln oleh BAlPAlS  

Balpals berperaln sebalgali penalsihalt daln dalpalt memberika ln keteralngaln 

kepaldal palral pihalk yalng ikut dallalm permusyalwalralhaln diversi.  

Penuntut umum dalpalt melalkukaln penalhalnaln selalmal 5 halri daln dalpalt 

diperpalnjalng selalmal 5 halri oleh Halkim Pengaldilaln Negeri a ltals permintalaln 

Penuntut Umum kemudia ln dilalkukaln upalyal diversi yalng ma lnal jikal kedual 

belalh piha lk menolalk untuk dilalkukalnyal diversi malkal perkalral alkaln 

dilimpalhkaln ke Pengaldilaln. Diversi dalpalt dilalkukaln alpalbilal kedual belalh 

pihalk setuju untuk mela lkukaln diversi. Diversi diha ldiri oleh alnalk daln oralng 

tual/walli, korbaln daln altalu oralng tual altalu wallinyal, pembimbing 

kemalsyalralkaltaln, daln pekerjal sosiall. Penuntut umum jugal menghaldirkaln 

tokoh malsyalralkalt yalng bialsalnyal alkaln menjaldi salksi dallalm proses diversi daln 

nalntinyal alkaln memberikaln pengertialn kepaldal malsyalralkalt setempalt mengenali 

alnalk pelalku diberikaln hukumaln berupal pelalyalnaln malsyalralkalt.  

 Penuntut Umum ya lng menja ldi falsilitaltor alkaln menjela lskaln mengenali 

pertimbalngaln-pertimbalngaln hukum berupal dalmpalk yalng alkaln diterimal oleh 

alnalk alpalbilal perkalral tetalp dilalnjutkaln ke jallur hukum kemudia ln balik pihalk 

pelalku daln korbaln alkaln bernegosialsi mengenali galnti kerugialn, kemalualn 
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korbaln untuk memalalfkaln pelalku daln kesepalkaltaln lalinyal yalng disetujui oleh 

kedual belalh pihalk. Diversi yalng menghalsilkaln kesepalkaltaln malkal Jalksa l 

kemudialn membualt permohonaln ke pengaldilaln daln kemudialn Pengaldilaln 

alkaln mengelua lrkaln penetalpaln diversi daln Jalksal alkaln memalnggil palral pihalk 

untuk melalkukaln kesepalkaltaln diversi. Diversi ya lng mengallalmi kegalgallaln 

altalu tidalk menghalsilkaln kesepalkaltaln malkal perkalral alkaln dilimpa lhkaln ke 

pengaldilaln dengaln melalmpirkaln Berital Alcalral Upalyal Diversi sertal Lalporaln 

Halsil Penelitia ln Kemalsyalralkaltaln.  

E. Kesimpulan 

Halsil penelitia ln yalng dilalkukaln oleh Penulis paldal balb sebelumnyal, 

malkal terdalpalt beberalpal kesimpulaln, yalitu:  

1. Berdalsalrkaln Undalng-Undalng No. 11 Ta lhun 2012 Diversi ya lng 

dilalkukaln di Kejalksalaln Negeri Wonosobo dila lkukaln dengaln 

mempertimbalngkaln kaltegori tindalk pidalnal yalng dilalkukaln alnalk yalkni 

tindalk pidalnal yalng alncalmaln hukumalnyal dibalwalh 7 (tujuh) ta lhun 

penjalral, kemudialn usial alnalk yalng berkonflik dengaln hukum sesua li 

dengaln PERMA l No. 4 Talhun 2014 diversi bisa l diupalyalkaln kepaldal 

alnalk yalng berumur 12 (dual belals) talhun tetalpi belum berumur 18 

(delalpaln belals) talhun. Tercaltalt balhwal dallalm rentalng walktu 1 talhun 

yalkni ta lhun 2021 aldal 10 (sepuluh) kalsus alnalk yalng berkonflik denga ln 

hukum di Keja lksalaln Negeri Wonosobo da ln aldal 2 (dual) kalsus yalng 

diupalyalkaln penyelesalialnyal menggunalkaln diversi yalng dilalkukaln oleh 

alnalk pelalku M yalng melalnggalr Palsall 303 bis KUHP tenta lng perjudia ln 

yalng menghalsilkaln kesepalkaltaln daln alnalk pelalku AlRS yalng melalngga lr 
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Palsall 351 KUHP tentalng pengalnialyalaln yalng tidalk menghalsilkaln 

kesepalkaltaln sehinggal perkalral dilalnjutkaln ke Pengaldilaln.  

2. Kendallal Jalksal dallalm Implementalsi Diversi terhaldalp Alnalk yalng 

Berkonflik denga ln Hukum dallalm Tindalk Pidalnal di Keja lksalaln Negeri 

Wonosobo disebalbkaln kalrenal :  

a. Paldal Kejalksalaln Negeri Wonosobo ha lnyal terdalpalt Jalksal yalng 

menalngalni kalsus secalral umum daln tidalk aldal Jalksal khusus yalng 

menalngalni kalsus alnalk yalng mendalpaltkaln pela ltihaln secalra l 

khusus mengenali diversi.  

b. Perbedalaln persepsi ma lknal kealdilaln alntalral palral pihalk yalng 

haldir dallalm upalyal diversi balik dalri pihalk korbaln malupun 

kelualrgal, pelalku altalu kelualrgal, alpalralt penegalk hukum, Ba lpals, 

pekerjal sosiall, daln tokoh ma lsyalralkalt. Malsyalralkalt menilali 

balhwal hukum yalng aldil aldallalh pelalku dihukum penja lral.  

c. Jalksal mengallalmi kesulita ln dallalm menyaltukaln pemikiraln alntalra l 

pihalk pelalku daln pihalk korbaln dallalm upalyal diversi yalng 

menimbulkaln keributaln sehinggal proses diversi tidalk kondusif.  

d. Peralturaln mengenali almbalng baltals alncalmaln hukuma ln dallalm 

diversi.  

Upalyal Penegalk Hukum dallalm Implementalsi Diversi terhaldalp Alna lk 

yalng Berkonflik denga ln Hukum dallalm Tindalk Pidalnal di Kejalksalaln 

Negeri Wonosobo yalitu :  
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a. Pelaltihaln khusus balgi Jalksal algalr Kejalksalaln mempunya li Jalksa l 

khusus yalng nalntinyal alkaln dijaldikaln sebalgali Jalksal alnalk dallalm 

menalngalni kalsus alnalk yalng berkonflik dengaln hukum.  

b. Jalksal yalng menjaldi falsilitaltor diversi sebelum mela lkukaln 

diversi alkaln menjelalskaln dalmpalk yalng alkaln dida lpaltkaln oleh 

alnalk alpalbilal perkalral tetalp dilalnjutkaln altalu diselesalikaln melallui 

peraldilaln.  

c. Jalksal yalng turut haldir dallalm diversi malkal alpalbilal terjaldi 

keributaln yalng membualt proses diversi tidalk kondusif ma lka l 

Jalksal alkaln meleralinyal algalr diskusi yalng dila lkukaln bisal 

diselesalikaln dengaln tenalng.  

d. Pemerintalh bisal merevisi Undalng-Undalng daln merubalh 

ketentualn almbalng baltals alncalmaln pidalnal sebalgali sallalh saltu 

syalralt diversi nalmun hall tersebut tentu salj albukaln hall yalng 

mudalh kalrenal setialp perubalhaln peralturaln perlu a ldalnya l 

penelitialn terlebih dalhulu.  

Berdalsalrkaln halsil penelitialn skripsi yalng Penulis lalkukaln mengenali 

Implementalsi Diversi yalng dilalkukaln paldal wilalyalh hukum Kejalksalaln Negeri 

Wonosobo ma lkal Penulis memberikaln salraln kepaldal pihalk terkalit mengenali 

pelalksalnalaln diversi yalng sehalrusnyal dilalkukaln oleh Penegalk Hukum  ya lng 

profesiona ll daln sudalh mendalpaltkaln pela ltihaln khusus mengena li diversi altalu 

sistem pemida lnalaln yalng dilalkukaln kepaldal alnalk yalng berkonflik denga ln 

hukum sela lin itu, kalrenal malsih minimnyal pengetalhualn malsyalralkalt 
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Wonosobo mengenali diversi mungkin a lpalralt penegalk hukum terkalit bisal 

memberikaln sosiallisalsi altalu penyuluhaln mengenali diversi algalr diversi 

dikenall daln bisal di berlalkukaln dengaln balik. 
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